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L K@NSEDERANS RAN@AMGAN KUgp

Dmsu}l\fm qupaya k&td mengingat dicanti menjadi memperhatikan
dengan alasan bahwa konsiderans perundang-undangan di Nederland selala
menggum}\_'tn kata Gelet 9p. yang berarti memperhatikan. Tidak pernah
digunakan istilah _Hea inperende dat, vang berarti mengingat.

Ii. BABIIBAGIAN KESATU MENURUT WAKTU

Isulah tindak pidana, supaya diganti dengan ;@ez‘hﬂaian kriminal atau
deﬁnk yanv berasal dari istilah criminal act di Inggris, Amerika Serikat,
Australia, Selandia Baru, dan Kanada, serta delik vang berasal dari istilah Latin
delictinm dengan alasan sebagai berikut:

a.  Tindak tidak mungkin dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatanlah
yang dapat dijatuhi pidana.
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‘b. Dinnjau dari segi bahasa Indonesia tindak adalah kata benda dan pidana
' juga kata benda. Yang lazim ialah kata benda selalu ditkuti ka‘i:a s;fat
misalnya, kejahatan berat, peremnpuan cantik, dll. S
c.-Istilah Strathaar feit yang sampai sekarang belum diter, 3emahkan secara
' "'resnn 0} eh pembuat mldanﬁ-undmg di Indone%m sesung guhnya bersxfai
o :ehp‘as yangkalau diterjernabkan secara harfiah adalah peristiwa yang dapat:
R :dlp;ﬁdfma oleh van Hattum (153 12y dgdaskan bahwa 'sesungguhnyahmls
o dimmuskan feit ‘iem&ke van’ hetweﬁk een w@rsmﬁ strafhaar is yang
. '__"jbei arti peustiwa yang menyebabkan sescorang dapat dipidana. Tsulah
- ‘criminal act }ebih tepal, oleh 1\211 ena 1& hanya 1n8ﬂuﬂjlﬁd@1 s;fat knnma}nya
perbuatan _
d.  Pembahas lebil menyetujui pendapat Pr of Mz ] Moeljatno (1983: 9) yanﬁ
o mcnyai‘akan a.l. sebagai berikut:

.. oleh karena perbuatan berarti keadaan yang dibuat oleh seorang,
barang sesuatu yang dilakukan.” Kata Purwodarminto; kalimat mana
menuijuk baik kepada akibatnya (yaifu: kejadian tertenti) maupun kepada
yang menirnbulkan akibat (tingkah Iaku seseorang). Jadi, mempunyai makna
abstrak, hal mana juga ternyata dari bentuknya per - dan an, sekalipun

~dalam percakapan sehari-hari, istilah tersebut juga sering diartikan sinonim
dengan kelakoan atan tingkah laku. Sebaliknya, istilah tindak, berarti langkah
dan baru dalam bentuk: tindak-tanduk, berarti: tingkah laku, kelakuan atau
perbuatan, lagi pula istilah perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata
majernuk lain-lainnya, baik dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan
tak senonoh atau perbuatan cabul (entuchtise handelingen), perbuatan
jahat (misdaad), maupun sebagat istilah teknis seperti: perbuatan atau hukum
(rechtshandeling), perbuatan melﬁwan hukum (onrechtmatige daad)

Selainitu, Prof. Mr. Moeljatno (1978:19) menyatakan bahwa istilah tmdwk
tndak-tindak orang lebih-lebih di Jawa Tengah —lalu menjadi bingung, karena
tindak-tindak lazimnya berarti: jalan-jalan,

Pada Pasal I ayat (Z) setelahistilah analogi, saya usulkan ditambah penafSiran
ekstensif, sebab mungkin hasil penafsiran demilian lebih luas daripada analogi, oleh
karena bilakah extenderen itu berhenti? Kalan analogi masih ada ratio legis.

Pasal 1 ayat (3) saya usulkan ditiadakan, oleh karena pengalaman di
Jerman pada masa Hitler, semua tindakan atau perbuatan yang tidak disukai
oleh penguasa dianggap sebagal kejahatan, sekalipun perbuatan it tidak
dinyatakan sebagai kejahatan di dalam Strasfeesetzbuch. Juga terjadi
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o Tang.g'apan Terhadap_ Bﬁku IB'—ab 1 séBab!I R_a__n_cgﬁgan KUHP L )

_hesewenang, wemncandlUm SoweLpada zaman S‘ﬁ}m Semaa perbrsamn ;. s
o 'yang dlanggap t1chk baik oleh ‘para pelaksana huhum dmn ggap. sebavai- :
'kej ahatan, sekthun tldak cimyamkan secara @xm@ms verbis. Bukansaja .

: Weigaﬂ&i&ﬁ & dxtmapk‘m oleh Stalin, tetapi °echtsanaiﬁga Kesewenanm

o wenangan tezsebut bamlah berhentz k@ﬂka Kruchey menﬁgan{uc'm Sm}m Yamg B : _

e d}khawamkan 1alah para peldl{sam hukum di Indonegm dapdt menj a

) 3: alat pemei asan Selain jtu, ada | Juga pex ouatan yang seharusnya d1temskm
B pe}mnmtanay‘i di peng'zdﬂan didamaikan di bawah pohon. M;miﬂya pada
- peusuwa tabraé{zm mob:l} dengan sepeda mator yan g mencaklbat}{m kotban "
" 1uka atanmat] sering dldamazkan oleh pohsl atas kehend’zk kedua belahpihalk,. ..

padahal Pasal 359 dan Pasa} 360 KUHP bukan dehk aduan dan bersifat hukum

publik. Jug ach pedalaman di desa-desa di mana berpengamh Hukum Adat -
Pzdana Ladang-kadang pencuman diselesmkdn secara. dama; dengan_

mewaj jibkan pencuri membayar gazm mﬁi kepada yang keczm‘m, yan g dikenal

dengan pidana tokkong tonra (gantiru gy menurut Hukum Adat Pidana Bugis,

yancr tidak mengenal pldzma pEﬂJd a.

Pexlu dﬂ\emulxekm} bahwa suht wntuk Jllenenw}{an hukum yam{I h}dup dl.

cia}am m asyarakat karena Eld&k pemah chadakan penehilan

The law can not kept in water txghi mﬂmaﬂmeﬂi oleh karena itu,
per. aturan hukum pzdana mau tidak mau harus ditafsirkan, Cukup banyak jenis
penafsiran yang dapat digunakan untuk memberikan pengertian undang-undang g
yang dapat menampung hukum yang hidup di dalam masyarakat, yaitu;

a.  Penafsiran fungsional, yaitu hakim memperhitungkan fungsi ketentaan
undang-undang pidana yang harus dilaksanakan, dalam kehidupan bersama

b. ' Penafsiran sosiologis, yaitu penafsiran oleh hakim yang memperhatilcan
- kepéﬂmn yang ada di dalam masyarakat, dengan catatan bahwa hakim
hatus menjaga jangan sampai mengambil alih tugas dan kewenangan badan
_Lerrielauf (van Bemmelen, 1971: 67) Sebaliknya, Lemaire (1955:80-81)
berpendapat bahwa penafsiran teleclogis juga dinamakan penafsiran

' %05;0100‘1@ oleh karena penafsiran tersebut bertujuan untuk menyesuaikan
ta-kata undang-undang dengan hubungan, keadaan keperluan seperti
kepentin gan hari ini, tanpa memperhatikan apakah hal-hal tersebut telah
diketahui atau tidak oleh pembuat undang-undeng dengan kata lain
masalahnya bukanlah akibat yang telah diketahui oleh pembuat undang-
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- undang yang dicari, tetapi tujuan undang-undang itu untuk mengatur h'ﬁ—
‘hal'dan keadaan ini. Lemaire berpendapat bahwa penafsiran ter sebut
: .-1elmasuk evoiuileve mierpremﬂ ‘oleh karena bukankah ketenman

e teraebut dlsequaikdn cienoran }.eadaan sosial dan keadaan yang bdru ‘?

Kata berdas‘lr ch d‘ilam P&sak 6 d;usulkan supaya digdﬂti denﬂan _

: berdasarkan

Waktu perbuatan knnuual atau dehk yanv dlmmuskan di dalam Pasal 9
o aya usuﬂ».an supaya dlperbzuh Sebagal ber: ﬁmt :

: “WaLtu | pe] buatzm knmmal adalah p‘ida saat pembuai meiakukan pelbmtan
. vang dilarang atau ’Derkewayban uniuk berbuat, tanpa memperhatﬂ\.an
: Waktu ﬁmbu}nya akibat.” -

Ketentuan semacam ini mehpuu juga delictum onvmisionis dan dehcmm
commnssmms per onumissionem comissa. Rumusan saya tersebut sesuai
dencran buny1 Pasal 14 Penal Code of Yu goslavia.

D dalam Ned. WvS ketentuan demikian tidak ada, karena mungkin pembuat
undang-undang di Nederland berpendapat bahwa tempus delicti diserahkan
kepada hakim dan doktrin untuk ditentukan sehingga hakin dapat menerapkan
teori de meer vouéng& temgus dehcﬁ i, yaitu waktu delik yang jamak.

_ Bunyi_}?asal 10 idak mencakup tcori instrumen, Ketentuan demikian juga
tidak terdapat di dalam Ned WvS, KUHP Jepang, Korea dan Thailand.

Bunyi Pasal 11 ayat (1) saya usulkan supaya diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

“Perbuatan kriminal adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan
perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai
perbuatan yang dilarang atau vane diperintabkan vntak dilakukan dan
pembuatnya diancam dengan pidana. Kalimat “bersifat melawan hukum”
di dalam Pasal 11 ayat (2) diganti dengan melawan hukum formil dan
materiil dan tidak adanya dasar pembenar. Istilah tindak pidana dan alasan
pembenar diusulkan diganti dengan perbuatan kriminal dan dasar pembenar,
dengan alasan bahwa dalam bahasa Belanda alasan disebut motief,
sedangkan dasar pembenar di dalam bahasa Belanda disebut
rechisvaardigingsgrond. Grond berarti dasar.




i Ta[lﬂgapan Terhadap.Bukﬁ i Bab Isd Bab II-Réﬁcanga_n__KUi'I?_ " _

R : Pas*d 13 ayat (1) baya ueulkan %Lrpaya digantl dengan kahmat

. _'f"::?':_'-“Pembudt per. snpan mek melakukdn perbmtan l\nmmal dapat dlpldana i
- hanyalah jika dmyatakan di dalam] peraturan perundang-undangan.” e
- Didalam Pasal 13 ayat (2) k&ta“tmdakanimdakan supaya diganti denﬁ’m B
--'_'-f-_g}arhuamn a}er‘i}uaian Kam“bawi supaya dlgant: dengan ke dan kata
i mendap(,ukan digantt demaan mema}emﬁeh Pa%aii 13 ayfli (3) kata 23
L '.dlhapuskan saja karena sudah ada kata “dua pemsa di bela}adngnyd S
B '-;-.'df:nnklan juga angkd 10, dlhapu%k‘m d1 daiarn ayat 4, Alasm menurut:
- Peraturan Ejaan BaruBahasa Iﬁdoneﬂa yzmg disempmuakm bahwa cara
S penuhszm amcrka adalah sebagal berikut: angka yang terdiri atas satu sampai s
_""'."septﬂuh hurufditulisden gan hl.li if, daﬂ sebelas huraf daﬁ seterusnya ditulis
- wdengan angka, kecuah nomor vrut, dan mwka fisl ‘mbel Di dalam ayat 2
-"'-:-:':fkam “tindak’ pidana’’ diganti dengan- perbuatan ermm&l dan kata .
““dikenakan” diganti dengan dijatuhkan.
. Pasal 14 saya usulkan diganti dengan kalimat:
"‘Seqemang tidak dapat dipidana untuk pelbuatan p{a}smpan apabila
perbuatan sebagai dimaksud di dalam Pasal 13 ayat (2) dihentikan,
. ditinggalkan, atau dicegah kemungkinan dipergunakannya sarana tersebut.”

* Pasal 15, saya usulkan diganti dengan kalimat sebagai berikut:
(1) Pembuat permufakatan jahat hanyalah dapat dipidana jika ditentukan
' secara tegas di dalam perundang-undangan.
- {2) Kalimat “Pidana” untuk permufakatan jahat adalah 1/3 (satu pertiga)
diganti dengan kalimat pidana untuk pembuat permufakatan jahat
adalah s eggemg ... “‘pidana pokok™ diganti dengan pidana pokol

tertmggg

- Paragrat 4 Percobaan, Di bawahnya ditulis Pasal 16. Pasal 16 ayat (1)
saya usulkan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pembuat percobaan untuk melakukan perbuatan kriminal dapat dipidana

jikapembuat telah mulai melakukan permulaan pelaksanaan krminal yang

ditaju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai atau tidak mencapai hasil atan
- akibat tidak terjadi yang dilarang.”

Rumusan tersebut mirip dengan bunyi Pasal 25 KUHP Korea (Andi
Hamzah, 1987:60) yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Seseorang yang memulai suatu delik, namun tidak menyelesaikannya atau
akibat tidak terjadi dapat dipidana karena percobaan melakukan delik.
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 Yang berbeda nhh Pasal 25 ayat (2) KUHP Korea menetapkan b‘thﬂ
E pidana uniuk melakukan percobaan mehkukan dehk - dapat d1kurancri iebxh
rendah dampada pxdam untuk delik selesai. '
- Di dahm rancangan M}“HP saya nd&k menemukm ketentuan p1dana baﬁx
"' pembuat delik percobaan, -
. Rumusan Pasal 16 ayat (2) hm uf a, huruf b, dan hur uf C S';ya usu}}gan
- 'f_supaya diganti dengan runusan sebagai beriku:
(2). Permulaan pehksma.an terwujud, jika pembuai telah mehkukan
oA :Perbuel&m melawan hukum formil dan materiil; :
b, Perbuatanitu langsung mendekati terjadinya perbuatan krimi ncﬂ
¢, Kalimas “ditujukan pada terjadinya tindak pidana” digant menjacti “}_W”
terjadinya perbuatan kriminal. Sebenarnya, kata “ditwjukan” dapat
ditiadakan karena kata }\Eljd melakukan telah mengandung pengertian
yang ditujukan, I\

 Ditinjau dari segi wetsekonomie, saya usulkan supaya bunyi Pasal 17
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal setelah permulaan pelaksanaan dilakukan, pembuat tidak
menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri, maka pembuat
tidak dapat dipidana,

(2) “udak pidana”, saya usulkan diganti dengan tidak dapat dipidana.

Kalimat “Percobaan melakukan tindak pidana™ saya usulkan diganti dengan
Pembuat peresbaan untuk melakukan perbuatan kriminal.

Unsurketiga percobaan menurut Pasal 53 KUHP sekarang memang sulit
dibuktikan. Rumusan itu berdasarkan sistem Perancis. Di Jerman unsur ketiga
yang disebut di dalam Pasal 53 KUHP sekarang dijadikan dasar peniadaan

pidana (straiuitsluitinssgrond) yang berbunyi:

Wegen Versuchs wir nicht bestarft, wer freiwillig die weitere Ausfuhrung
der Tat aussgibt oder deren Vollendung verhindert. (Hazewinkel-Suringa,
1989:58).

[stilah “menyuruh melakukan” yang merupakan terjemahan doenplegen
agak sulit diterima, oleh karena tidak tepat, sebab berarti orang yang disuruh
masih mempunyai kesengajaan, sedangkan salah satu syarat penting untuk
menetapkan adanya deenplegen ialah bahwa yang digerakkan adalah alat
(manus minisira). Bentuk penyertaan doenplegen hanyalah terdapat di
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L '_ ' Taugnapan_Terhadap_._suku_-l B_ab Isd Bab_ -!}..R_ancan‘zaﬁ 'KUIii)_ ;

Nedrﬂ idnci yang menwut Hazemnkek&u inga ( 1 989 370) oleh commissie De

o Wal dmm dari Pasal 272 Gemeenie Wet. dea belum menemukan istilah

'Indonesm yang tepat untuk deenplegei dan éﬁenmegez‘ Menurut hemat. B

L saya mrpai,sa harus dir umuskan dengan kalimat memhnai %@hmgga orang .

- lain meiakﬂkam Untuk dﬂsenmeﬁer dapat d;per}\enalkan istilah pembuat-
: _peiaku Meman ada beberapa 1@1{1’113 Belanda yang sulii diterjemahkan, misalnya

g Ve_r_smi yang) menumi. rancangan KUHP dlieuemai&an dengan zina, padahal

o -zma_ daiah pﬁn"el'ﬂcﬁllﬂEﬁlH'tltHLﬂ{Lim:Plddﬂdhhlﬂ} yang wwmluas Misalnyq :

| ':Periudlcapiakamsulahiam Dunﬂqaanﬂa, 1stdahh1ﬂ<um adat udaklahbenaz }uﬂau B

' -qusukkan Gzﬂam mmuqan mlcianmundm} I kfﬁem psngeﬁannya pasii lain.

Saya usuikan supaya istilah “menganjurkan orang lain” yang tercantum di

Pasai 20 huruf b Rancangan digunakan istilah dengan sengaja memancing

- orang lain untak melakukan perbuatan kriminal sebagai terjemahan het

feit @Qzetiehﬁ@. uitloklen. Alasan: Menganjurkan mennrnt perasaan bahasa
sayaagak lemal, dlbcmdmei{an dengan memancing.

Yang sayaingin tanyakan , apakah pertimbangan perumus sehingga bunyi
Pasal 57 ayat (1), ayat (2). ayat(3) danayat (4) KUHP sekarang dihilangkan?
Apakah perﬁbantu_l_amﬂs dipidana sama dengan pembuat? Seperti dimaklumi,
bahwa perbuatan pembantu adalah accessoir pada perbuatan pembuat, yang
berarti bahwa kualifikasi untuknya harustah mengikuti kesengajaan pembuat.
Umpamanya orang yang bermaksd untuk membarntu A untuk menganiaya saja,
sedangkan pelaku bermaksud untuk membunuh, maka di dalam putusan hakim
A dinyatakan terbuki telah membantu unfuk atau pada pembunuhan, sedangkan
pidananya harus mengikuti ketentuan di dalam Pasal 57 ayat (4) KUHP, yaitu
pidana bagi seseorang yang telah menmbantu untuk atan pada penganiayaan berat
yang mengakibatkan kematian ex Pasal 56 jo Pasal 354 KUHP,

Sayamenyetu jui kalau pengulangan yang disebut dalam Pasal 23 dijadikan
pengulangan menurut sistem recidive mmum, atau algemene recidive, seperti
yang terdapat di dalam Pasal 44a Penal Code of Austria, Pasal 56, Pasal 57
dan Pasal 58 Penal Code of Japan dan Pasal 5 Penal Code of Korea, dan
sesuai Hukum Adat Pidana Indonesia. Sistem recidive yang terdapat di dalam
Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHEP sekarang dapat disebut sistem
antara {A. Zainal Abidin Farid, 1995:429).
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e Sebenzimya sayaingin mengganti istilah hukum perdata dengan l"mkum
paéu oleh karena perdata yang berasal dari bahasa Jawa kuno berarti
- kegahaml ‘seperti yang pernah saya baca dalam kamus Bahasa Jawa: Kuno
i Leiden tetapi oleh karena terlanjur memasyarakat, walaupun mampa_kan
L per‘mosa'm terhadap bahasa Jawa, saya {eipaksa menyemh Vide i”asa} ’75
' -_ayat( l)RanC'moran KUHP - &

Pdrzm af 8 Ala%"m Pembemz saya usulkan supaya. kata “Alasan” diganii

o de'acum Basar yang didalam ‘mhasa Belanda disebut gmndem Alasazl dahm

-bahasa Belanda disebut mouef }acii é;mfmtsimtmgsgmnden sebauknya
direrj emahk:'m denoan Dasar Pemadaaﬁ Pidana, Tesj emahan ter sebut qesucu
dengan anjuran ahli-ahli bahasa Indonesia UNHAS. Pada nmulanya bebez apa
dosen menggunakan istilah alasan penghapus pidana. Menurut ahli bahasa
tersebut witsluiten harus diterjemabkan dengan ditiadakan. Menghapus dalam
bahasa Belanda disebut uitwissen. Gronden harus diterjernabkan dengan dasar.

Den g'zin menggunakan Hukum DM yang menjadi ciri bahasa Ind_éneéia
dan bukan hukum MD yang digunakan bahasa-bahasa barat, saya usulkan
supaya bunyi Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 Rancangan diubah:

Pasal 30 : Setiap orang yang melaksanakan perbuatan kriminal, kai‘éna
 melaksanakan peraturan perundang-undangan tidak dapat

dipidana. )

Pasal 31 : Setiap orang vang melakukan perbuatan karena melaksanakan
perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat negara yang
berwenang, tidak dapat dipidana

Pasal 32 : Setiap orang yang melakukan perbuatan kriminal karena daya
paksa relatif dan keadaan darurat tidak dapat dipidana.

Alasan menambahkan daya paksa relatif (nisbih) ialah karena sebagian
besar sarjana hukum pidana terkenal mengenal tiga jenis overmacht (daya
paksa}. Umpamanya, Hazewinkel-Suringa (1973:203-211) mengenal tiga jenis
overmacht, yaitu:

a. VIS Absoluta ( daya paksa mutlak)

b. VIS5 Compulsiva ( daya paksarelatif atav nisbi)
c. Noodtoestand (keadaan darurat)
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o -_ Tdn"“dpdﬂ Ta_rhadap }szzhu 1 Bab I . d Bab It R":nt.aug,an kUHP R o

_-'-Aci a termasu}\ da‘;ar pem‘iai -
'-'_'Ad b dan c tcrmasuk daszu pembena;

Day_fi paksa Ielatn’ berbeda den Gan I{eddaan danu d’[ oleh karena dalam S
keadacm dan urat or, ang zmc beisanokutam sendm yang memzhh dehk itu,

o -5edangkan dalam keadaan daya_paksa I ehtif pembuat iadak aéa mi;han

' E''i‘{e;'ake:lzufu:} d&rmai 1erdap.;1id am h'ﬂ—hai se' acrai be: 1kut

- .g.-mer'unpac; papan vang h’myd chpat memuat satu orang. Yang seseorang
. menolak. yang lain schingga tenggelam. Hal it dilakukan untuk
G menyelamatkan nyawanya sendirl. Menurut Van Bemmelen (1971:183),
-~bahwa sama dengan noedweer, maka untuk menetapkan noodtoestand
“. perlu diperhatikan asas ﬁmmrﬁénameit (keseimbangan) dan subsidiariteit.
b. .:Adanya pertentangan antara kepentingan hukuim dan kewajiban hukum
- yang senilai, Untuk memadam_kaﬁ kebakaran, maka A berlari di atas
fanamnan tetangganya yang mengakibatkan rusaknya tanaman itu, supaya
segera sampai di tempat kebakaran.
¢. - Adanyapertentangan antara dua kewaj iban hukum. Mlsalnya A d}panﬁcrii
- sebagai saksi oleh dua pengadilan negeri pada hari yang sama.
VIS5 Compulsiva, daya paksa relatif dilukiskan oleh Hoge Raad dalam
arresinya tanggal 12 Juni 1951 (N.J 1951 No.6) yang menvatakan bahwa
overmacht (yang relatif) terjadi bilamana paksaan itu begitu kuat dan
* dijalankan terhadap suatu kepentingan tertentu, sehingga dari pembuat tidak
dapat diharapkan mengadakan perlawanan, yaitu apabila jalan keluar lain
tidak terbuka atau pelanggaran terhadapnya secara patut dapat diharapkan
dan selanjutnya, jika dalam menyelamatkan kepentingan sendiri tidak
menghasilkan korban yang lebih besar.

Dapatlah ditarik kesimpulan bahwa daya paksa relatif terdapat bila
kekuasaan, kekuatan, dorongan atau paksaan physiek dan psychisch terhadap
orang vang bersangkutan bersifat relatif atau nishi.

Istifah “tindak pidana” diusulkan diganti dengan perbuaian kriminal dan kata-
kata terakhir “atau orang lain” supaya diganti dengan harta benda orang lain.
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. Dalam menerapkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau hu"{\,um
_ adat pldema harus diperhatikan bahwa pembelaan terpaksa menurut Paqai 33
B mensyuaﬂcan ad‘mya serangan se}’etika atau ancaman serangan dengan segera

Hakum Adat Plciana di Sulawesi Selatan membolehkan juga pembuat
' '- unmk membtmuh atau melukm pemezkosa perempuan atau pencuri atay pehku
Lej ahatan bel at kun terhadap ancaman serangan atau serangan yancr nyata
. :seleszu tetap; yang bemanghitan mas;h berada di dekat locus delicti. Ketenman
" -yma sama fer dapat pula ch dalam Penal Code of Texas. Menumt hcmat saya
- dasar pembenal demikian tidak dapat diterima sebagai dasar pembena. Menumt
- pengalaman saya sebagaijaksa di Makassar, ketentuan adat semacam itu oleh
hakim sering dijadikan dasar peringanan pidana. Misalnya, di Sulawesi Selatan
dikenal nilai budaya sirik (Jawa: wirang; Bali: jengah; Jepang: Meiyoo, Jerman:
die Ehre; Inggris: the honor). Penodaan sirik yang sangat berat disebut sirik
ripoamateng, arti harfiabnya: harkat dan harga diri yang mematikan.
Umpamanya, ditempeleng di depan nmum, istri atan keluarga perempuannya
diganggu, tanah miliknya divampas dan difitnah melakukan kejahatan yang tidak
dilakukannya. Orang yang menderita penodaan sirik tersebut boleh membunuh
orang yang melakukan penghinaan berat itu. Hal ini dipandang bukan sebagai
balas dendam, tetapi tindakan pemulihan sirik, sebab orang yang terhina itu
sepanjang ia tidak melakukan pembuonuhan dianggap sebagai binatang
menyerupai manusia. Menurut pengalaman saya sebagai jaksa pemulihan harkat
dan harga diri semacam itu dipandang sebagai dasar peringanan pidana dan
bukan dasar pembenar. : '

Saya tidak setuju rumusan Pasal 34 Rancangan, karena hal ini men gatur
tentang toerekenbaarbaarheid van het feit (dapat dipertanggunglan atas
peristiwa atau perbuatan) pada hal bagian kedua tentang pertanggungjawaban
pidana sudah termasuk mens rea unsur-unsur pemabuat delik. Seharusnya
rumusan i dimasukkan setelah rumusan Pasal 11 Rancangan.

Sebagai dimaklumi, Bab IT Rancangan mengandung penjabaran adagium
Actus non facit rewmn nisi mens sit rea, vang di Inggris, Amerika Serikat,
dan negara-negara yang mengenal Common law dikalimatkan dengan An act

does not make a person guilty unless his mind is guilty

Bi dalam pidato Prof. Moeljatno pada Dies Natalis Universitas Gajah
Mada pada tahun 1955 vang dibukukan pada tahun 1983 oleh beliau
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o _'Tang.;gapan Terhad_ap.-_ﬂuku_i_Bab _1 s.é_Bab -II-Ranc_ahzén KUHP S

;dlkemukftka,n bahwa untulx men; atuhkm p;dana kepada 5e<;eoran g chpes lukfm_
~Star fmmmseﬁm*agggw (anlatﬂbyﬁx at pemldanaan) yang terdiriatas pet buatan '
- _: .-p1d'1na dan perian gun Jawaban pidana Pandangan duahsﬂs Eerhadap delik
= il saya seugm oleh karena Syarat syarat pem;dzmazm udaL dapat disama}\'m S
dengan perbufztm }mmmzﬂ Inginsaya membukﬂkm bahwa pand'm gan momstis L
©ter hadap dehL yang mencampurk'm ansur- un sur perbuamn dan o
o -}penan goun Jctwraba11 p;dana dapat men UhdSﬂi\an putuqan lmklm yang tidak tepat. 2
o Mlsainya A meminta tolong kepada B untuk mengambﬂkan sepeda motomya_ -
i lyang ada di depan Sebuah toko B mengira bahwa seped’i TOLor 11:1.1 bc-:imm BN
 benar milik A, lalu mengmnbﬂnya dan menyerahkannya paciaA yancIr bukan ...

-pem'ﬂ iknya. B berada dalam }\eadaan error infacti, sehingga tidak mempunyai
Lesengaja&n Kalau yang bexp'mdan an monistis konsekuen, maka iaharus
menyatakan bahwa tidak terwujud pencurian karena kesen Ga_; aan yang
merupakan unsur del ik tidak ada sehingga A tidak dapat dljatuin pidana sebagat
d@en@iege r pencurian sepeda. Prof. Moeljatno menunjuk Pasal 350
Nederlandsche Strafvordering yang menyatakan bahwa sebelum hakim
m{‘:netapkaa keputusan maka ia wajib meneliti lebih dahulu apakah unsur-
unsur perbuatan sebagaimana didakwakan oleh penuntut urmum terbukd atau
tidak. Kalan sernua unsur-unsur perbuatan tersebut terbukii (berarti actus reus
sudah terbukti), barulah hakim melangkah untuk meneliti apakah unsur-unsur
pertanggungjawaban pidana terbukti atav tidak. Kalau terbukii, maka ia dapat
menjatihkan pidana,

- Kalau orang menganut pandangan dualistis, tentu A dapat dipidana sebagai
doenpleger, karena semua unsur delik sudah terbukti. Ada pun kesengajaan
bukan unsur delik, tetapi unsur pertanggungjawaban pembuat.

Celaan yang obyektif sebenarnya sudah ditampung oleh ajaran sifat
melawan hulum yang materiil, yang mengatakan bahwa untuk adanya perbuatan
kriminal disyaratkan adanya melawan hukum formil danmelawan hukum materiil.
Melawan hukum materiil berarti tercelanya perbuatan itu menurut penilaian
masyarakat (jadi bersifat obyektit).

Lamintang (1984:376) yang mengutip pendapa: Van Bemmelen
membedakan entoerekeningsvaibaarheid, dan onteerekenbaarheid van het
feit. Yang pertama menyangkut ontoerekenbaarheid van het feit, tidak dapat
dipertanggung jawabkan suatu perbuatan kepada pelakunya. Sebaliknya,
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maerekemﬂggvatbaarhend adalah yang tidak dapat dlperta.ng C’Un&] awabkan
- ese@ramg p;eiaku atas perbuatan yang teiah dﬁakukzmnya FoEeE

Saya usulhan supaya Pasai 34 Rancanrran dzrumuskan sebagal
__.benk,ut B '

“Pertanggtmg}awabm pldana terdiri atas Lemampuan bertzmg ungj dwab _

kesc—:n gaj aan, kew}paan atau keialalan dan tidak adanya dasar pemaaf v

_ Pergelasan Menurut almarhum Prof Mr Sutan Mohammad Syah bahwa
'alpa adalah terjemahan uiga lata yang disadari, sedangkan lalai. adalah
terj iemahan cuigza lata yang tidak disadari. y e

*Pada Pasal 36 ayat(1) diusulkan supaya ditambahkan kata atau keﬁaiaazm
dz be]akano kata keaipaan : o

Pasal 36 ayat (2) saya usul}\an supaya kalimatnya dipeibdikl sebagaz
berikut:

“Pembuat perbuatan barulah dapat dipidana, jika perbuatan yang
dilakukannya dengan sengaja, kecuali peraturan perundang-undangan
menentukan secara tegas bahwa pembuat perbuatan kriminal dilakukan
dengan kealpaan atau kelalaian.”

Bunyi Pasal 36 ayat (3) yang janggal dinsulkan supaya diganti dengan
kalimat sebagai berikut;

“Seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat
perbuatan kriminal tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman
pidananya, jika ia telah membayangkan kemungkinan terjadinya, tetapi
menerima terwijudnya atau sepatutnya telah dapat menduga kemungkinan
terjadinya akibat tersebut.”

Penjelasan:

Membayangkan kemungkinan terwujudnya akibat, walaupun ia
mengharapkan mudah-mudahan tidak terjadi, tetapi kalau terjadi akan
menerima risiko, termasuk delas eventualis.

Menurut pengalaman saya sebagai Jaksa, sebagian besar hakim mengartikan
kalimat sepatutnya dapat menduga sepertt tercantum di dalam Pasal 480
ke-1 KUHPidana sebagai culpa lata yang disadari atau alpa (bawuste
schuid).

Kejahatan tersebut pada Pasal 480 ke-1 KUHPidana dimasukkan kategori
delictum pro parte dolus pre parte culpa.
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' Tanggapan Tcrhadap Buku I'Bab 1 5. d Bab I Rancannan KUHP

PmagafSAiaqan Pemaat, dmsulixandlganudencanBasarPemaaf Pasal
40 1ancangan diusulkan supaya diganti dengan kalimat: “setiap orang yang tidak
mengemhm atau secara ifikad baik khilaf tentang sesuatu keadaan yang -
'_merupakan unsur suatu perbuatan kriminal atau. berkeyakinan bahwa
' perbuatannya tidak merupakan perbuatan kriminal tidak dapat dipidana, kecoali
.ketldaktahuan }\ekhﬁafan atau keyahmannya tmsebut patut dipersalabikan -

. ber bunyl sebagai benkut

(1) A person who at the time of committing a criminal offence was not
~conscious of some constituent element of it determined by law or who
nlistakenly assumend that circurnstances subsisted whereby if they really
subsisted, such an act would be permitted, shall not be criminally liable.
(2) Ifthe offender’s mistake was due to his nevlzgence he shall be criminally
liable for a criminal offence committed by negligence if criminal liability
was provided by law for such an offence also.
Bunyi Pasal 41 saya usulkan diubah menjadi:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kriminal dalam keadaan daya
paksa mutlak tidak dapat dipidana.”

Bunyi Pasal 42 saya usulkan supaya diubah menjadi

“Setiap orang yang melakukan perlampanan pembelaan terpaksa yang
langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan
seketika atau ancaman serangan yang segera.”

Kata “berdasar’ di dalam Pasal 45 supaya diganti dengan berdasarkan.
Kata “baik’ di depan sendiri-sendiri supaya ditiadakan. Kata “secara
pidana’” di dalam Pasal 47 disempurnakan menjadi menuiut hukum
pidana, Alasan: pidanahanya berarti sanksi atau hukuman, menumit hukum
pidana berarti strafrechtelijk.

Istilah alasan pemaaf atau alasan pembenar di dalam Pasal 50 supaya
diganti dengan dasar pembenar dan dasar pemaaf.o
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